
   
 

 
 
 

 
 

GUBERNUR BALI 
 

PERATURAN GUBERNUR BALI 

 
NOMOR 81 TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
TAHUN 2022-2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

GUBERNUR BALI, 
 

 
Menimbang  : a.   bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik 

kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan 

pelayanan prima menuju Good Governance maka 
Pemerintah Provinsi Bali menerapkan Standar Pelayanan 

Minimal untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah 
“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan 

Semesta Berencana menuju Bali Era Baru; 
  b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (2) 

huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59  

Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal                                   

Tahun 2022-2026; 
  c. bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah 
Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022-2026; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 1649); 
 

 
 
 

 
 

SALINAN 

 



 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12        
Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan     
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan                 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia            
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80         

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis   Pelayanan   Dasar   pada   Standar 
Pelayanan Minimal Bidang  Sosial  di  Daerah  Provinsi 

dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 868); 

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor   29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 868); 

 



11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal 

Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia         
Tahun 2018 Nomor 1687); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 

tentang   Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 
Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1541); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 
Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1619); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  121                         

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan 
Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 
di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 158); 
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan 

Dasar Pada   Standar   Pelayanan   Minimal   Bidang 
Kesehatan (Berita  Negara  Republik  Indonesia         

Tahun 2019 Nomor 68); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019            

Nomor 1447); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020        
Nomor 1781); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI             

DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
TAHUN 2022-2026. 

 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Bali. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. 
3. Gubernur adalah Gubernur Bali. 

 



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelengaraan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi. 
5. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu 

pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan 
wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara 

minimal.  
6. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

Daerah, yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM 

Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman 
dan arahan dalam upaya pencapaian target penerapan 
SPM Tahun 2022-2026. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta 
Berencana Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD 

Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali. 

 

Pasal 2 
 
(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman 

dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator 
SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima 

layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang 
berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi 

Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan daerah 

dalam upaya pencapaian SPM di Provinsi. 
 
 

BAB II 
RENCANA AKSI PENERAPAN                                               

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

 
Pasal 3 

 
(1) Renaksi Penerapan SPM Daerah terdiri dari 7 (tujuh) bab, 

yaitu: 

Bab I 
Bab II 

Bab III 
 
Bab IV 

 
 
Bab V 

 
Bab VI 

Bab VII 

: 
: 

: 
 
: 

 
 
: 

: 
: 

Pendahuluan; 
Kondisi Umum Wilayah; 

Kebijakan Nasional dan Tim                   
Penerapan SPM; 
Program Prioritas Pemenuhan SPM, 

Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan SPM 
dan Permasalahan; 
Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal Daerah; 
Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM; dan 

Kesimpulan dan Saran. 
(2) Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
 

 
 



BAB III 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 
Pasal 4 

 

(1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan SPM untuk memastikan pencapaian SPM di 

Daerah sebagai rangkaian siklus pelaksanaan pencapaian 
mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan 
program dan kegiatan serta evaluasi capaian kinerja 

Renaksi Penerapan SPM Daerah yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah dalam mencapai target SPM.  

(2) Pelaksanaan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan SPM. 

(3) Pelaksanaan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

perencanaan daerah dan Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. 

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 
 

BAB IV 
PENDANAAN 

 
Pasal 5 

 
Pendanaan pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Daerah 
dibebankan pada : 

a. APBD Semesta Berencana Provinsi; dan 
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.  
 

BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 6 

Tim Penerapan SPM Daerah yang dibentuk sebelum Peraturan 

Gubernur ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai 
dengan dibentuknya Tim Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 
 

 

 

 

 

 



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 7 

 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan 
Gubernur Bali Nomor Nomor 51 Tahun 2019 tentang 

Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali  Tahun 2019            
Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
       Pasal 8 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada                              
tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan  Peraturan  Gubernur  ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 
 
 

Ditetapkan di Bali 
pada tanggal 30 Desember 2022 

 
GUBERNUR BALI, 
 

                                                                                ttd 
 

 
WAYAN KOSTER 

 

Diundangkan di Bali 
pada tanggal 30 Desember 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 

                            ttd 
 
 

 DEWA MADE INDRA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 82 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, 

 
 
 

 
Ida Bagus Gede Sudarsana 

NIP.  19691010 199703 1 012 
 
 

 
      

PARAF KOORDINASI 

Asisten Pemerintahan 
dan Kesra 

 

Kepala Biro Hukum  
 

Kepala Biro 

Pemerintahan dan Kesra 
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